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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah langsung (Pilkada) adalah sesuatu hal yang baru bagi
bangsa Indonesia. Pilkada langsung semula diharapkan, akan menghasilkan para
kepala daerah yang betul-betul dapat memperjuangkan hak-hak warganya, jujur,
amanah serta dapat memajukan daerahnya. Namun kenyataannya dalam Pilkada
banyak terjadi kericuhan, seperti terjadi di Kaur (Provinsi Bengkulu), Bitung
(Provinsi Sulawesi Utara) dan Tuban (Provinsi Jawa Barat). Masalah penting yang
menjadi sorotan masyarakat, terutama mengenai pelanggaran terhadap tata cara
kampanye, hingga ke masalah amuk massa yang tidak rela calon kepala daerahnya
dikalahkan dalam Pilkada.'

Kasus yang menonjol adalah kasus pemilihan walikota dan wakil walikota
Pilkada Kota Depok 2005. Hal ini terjadi karena untuk pertama kali terjadi putusan
pengadilan dalam sengketa hasil Pilkada mengalahkan pemenang dan membatalkan
kemenangan salah satu calon. Sebagaimana terjadi putusan Pengadilan Tinggi Jawa
Barat (PT Jabar) dalam sengketa hasil Pilkada Kota Depok pada tanggal 4 Agustus
2005 membatalkan kemenangan pasangan Nurmahmudi Ismail-Yuyun Wirasaputra

yang dicalonkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sebaliknya dalam putusannya PT

U oo il -
_ www.pikiran-rakvat.com, Upava Hukum Atas Vonis Pemilihan Kepala Daerah, akses 30
Januari 2005



Jabar memenangkan pasangan Badrul Kamal-Syihabuddin yang dicalonkan Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Golkar.?

Peraturan Pilkada telah dibuat secara khusus, termasuk peraturan untuk
mengajukan keberatan terhadap hasil Pilkada yang berkenaan dengan hasil
penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon, seperti dimaksud
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).
UU Pemda telah dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PP No.6/2005). Menurut
PP No.6/2005 tersebut yang berwenang mengadili keberatan terhadap hasil Pilkada
adalah Mahkamah Agung (MA) dan wewenang tersebut menurut Pasal 94 ayat (3)
dapat didelegasikan kepada Pengadilan Tinggi.

Dalam hal pendelegasian kewenangan oleh MA baik dalam UU Pemda
maupun dalam PP No. 6/2005 tidak disebutkan pengadilan tinggi dalam lingkungan
peradilan mana yang berwenang mendapatkan delegasi untuk mengadili keberatan
atas hasil Pilkada. Seperti yang diketahui badan peradilan yang berada di bawah MA
terdiri dari empat yaitu: badan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer,
dan peradilan tata usaha negara, dengan kata lain ada empat peradilan tinggi:
pengadilan tinggi umum, pengadilan tinggi militer, pengadilan tinggi agama dan

pengadilan tinggi tata usaha negara. Dalam perkara sengketa hasil Pilkada Kota

* Sumatera Ekspress, Pembatalan Perolehan Suara Pilkada Depok, 8 Agustus 2005




Depok, MA ternyata mendelegasikan wewenangnya kepada Pengadilan Tinggi Jawa
Barat, yang merupakan peradilan umum.

Putusan PT Jabar yang pada pokoknya menganulir penetapan KPUD Kota
Depok. Timbul permasalahan bagi para pihak yang keberatan atas putusan tersebut.
Alasan keberatan dikarenakan menurut Pasal 106 ayat (7) UU Pemda, putusan
pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud ayat (6) bersifat final, bahkan menurut
Pasal 94 ayat (7) PP No. 6/2005 ditambah satu kata, yaitu mengikat. Dengan
demikian maka, berdasarkan pasal-pasal tersebut, seolah-olah putusan PT Jabar atas
sengketa hasil penghitungan suara Pilkada Kota Depok telah final dan mengikat.

Jadi dalam kasus Pilkada Depok tersebut, putusan PT Jabar itu telah
dinyatakan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Namun berbagai pihak melihat
putusan tersebut sebagai putusan kontroversial dan memicu reaksi masyarakat
terutama para politisi. Menurut Topo Santoso, dalam diskusi bertema Kontroversi
Pilkada Depok di Jakarta Senin 8 Agustus 2005, menyatakan bahwa Sengketa Pilkada
bukanlah masalah perdata biasa. Maksudnya dianggap selesai jika salah satu pihak
telah dinyatakan menang, Dalam sengketa pilkada ini ada pihak ketiga di luar
pemohon dan termohon yan.g akan ikut terpengaruh terhadap putusan hasil sengketa
Pilkada, yakni suara rakyat.>

Meskipun undang-undang menyebutkan keputusan pengadilan tinggi bersifat

final dan mengikat, akan tetapi KPUD Kota Depok kemudian mengajukan surat

3 . .
www republika.co.id/, Hakim Belum Paham Sengketa Pil, i
shnes s B gketa Pilkada,Selasa 9 Agustus 2005, di




keberatan kepada MA atas putusan PT Jabar, namun belum jelas alasan apa yang
hendak dikemukakan oleh KPUD Kota Depok.

Keberatan KPUD Depok kemudian diteruskan dengan mengajukan
Peninjauan Kembali (PK) kepada MA terhadap putusan pengadilan tinggi tersebut.
Alasanya karena KPUD Depok menganggap bahwa UU Pemda menyatakan putusan
yang bersifat final dan mengikat itu hanya putusan MA, sedangkan bila di pengadilan
tinggi putusan dinyatakan sebagai putusan final. Kemudian dalam Peratuan MA
(Perma) Nomor 2 tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Hasil
Pilkada barulah dinyatakan bahwa putusan terhadap sengketa Pilkada tersebut adalah
final dan mengikat.*

Dengan diajukanya PK ke MA, maka hal tersebut merupakan terobosan
hukum yang dilakukan oleh KPUD Depok. Terobosan hukum tersebut dibenarkan
oleh Ketua Muda Bidang Pengawasan MA Gunanto Suryono. Dalam rapat
pembentukan tim panel diputuskan bahwa permohonan PK yang diajukan KPUD
Depok tidak boleh ditolak (“hakim tidak boleh menolak perkara”).” Bahkan MA telah
menunjuk anggota Majelis Hakim Agung untuk memproses sekaligus memeriksa
permohonan PK itu. Kasimpulan sementara bahwa dengan menerima kembali PK

tersebut MA telah menganulir aturan yang dikeluarkanya apalagi terhadap Pasal 106
UU Pemda.

4
www.google.com/cetro, Putusan Pengadilan Tinggi Jabar Final Tapi tidak Mengi
Agustus 2005, akses 13 Oktober 2005 s P engikat, 5

s .
www.google.com/balipos, MA Anulir Aturan, akses tanggal 13 Oktober 2005
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D. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan
rahasia sesuatu yang belum diketahui dengan menggunakan metode atau cara bekerja
yang sistematis dan terarah. Seluruh rangkaian kegiatan itu pada dasarnya ditujukan
pada pengumpulan, pengolahan dan interpretasi sejumlah data, sebagai upaya
mengungkapkan kebenaran yang terdapat didalam masalahnya.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang di
dasarkan pada studi pustaka dimana dalam studi pustaka penulis mengumpulkan data
dengan meneliti dokumen-dokumen yang ada atau dengan membaca buku, yang
selanjutnya diolah dan dianalisa. Dengan demikian dalam penulisan skripsi ini data
yang diambil banyak berdasarkan dari buku-buku bacaan yang berkenaan dengan
permasalahan, sebagaimana dijelaskan oleh Winarno Surachmad:®

Dokumentasi sebagai laporan-laporan tertulis dari suatu peristiwa yang
isinya terdiri atas penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa itu dan
tertulis dengan sengaja untuk menyimpan atau merumuskan kerangka

mengenai peristiwa keputusan hakim, laporan panitia kerja, artikel,
majalah, surat kabar, iklan dan sebagainya.

Pada studi pustaka data yang dipakai dalam penulisan adalah data sekunder
yaitu data yang mengutif dari sumber lain sehingga tidak bersifat otentik karena data

sudah diperoleh dari tangan kedua. Data ini disebut juga data tidak asli.” Data

sekunder dalam penulisan ini terdiri dan:

S Winarno Surachmad, Pengantar Penelitian limiah, Tarsito, Bandung, 1982, hal. 140

7 . .
Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial. Gaiah iversi
AT, o, bl g , Gajah Mada University Press,



teoritis terhadap data yang ada, dengan mempertimbangkan menghasilkan
pertanyaan-pertanyaan yang dianggap mendasar dengan mempertimbangkan
hubungannya dengan peristiwa faktual ® Setelah data-data tersebut dikelompokkan,
dilakukan cek pada data tersebut untuk melihat validitasnya. Selanjutnya dilakukan
analisa dengan cara menarik kesimpulan dan dilakukan secara objektif dan sistematis.
Jelasnya, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga
tahapan yaitu: mengumpulkan data, penafsiran data dan penarikan kesimpulan.
Karena pengolahan data dilakukan secara kualitatif, maka analisis yang digunakan
juga kualitatif yaitu analisis yang bertolak pada kalimat-kalimat yang ada pada data
dan bermuara pada kesimpulan-kesimpulan umum. Menurut David L. Altheide pada
analisis kualitatif ini peneliti berinteraksi dengan material-material data.” .

Dipaparkan secara deskriptif analitis karena prosedur pemecahan masalahnya
dengan melukiskan atau mengambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada
saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak.

Pokok metode penelitian deskriptif ini adalah:
a. Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat
penelitian dilakukan atau masalah-masalah yang bersifat aktual.
b. Mengambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana

adanya diiringi dengan interpretasi sosial.

8 . . .
Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001
’ Ibid, hal. 147

hal. 147



Jadi dalam penelitian ini penyajiannya dilakukan dengan deskriftif kualitatif
karena dilakukan dengan melukiskan atau menggambarkan keadaan subjek atau objek
penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak dengan

mejelaskanya berdasarkan kalimat-kalimat.
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